BAB VI
PENUTUP
6.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Gambaran analisis tingkat ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah
terhadap Pemerintah Pusat, merupakan cerminan dari ketidakcukupan dari
sumberdaya financial yang menyebabkan Daerah masih sangat tergantung
pada Dana Perimbangan dari Pusat.

2. Berdasarkan perhitungan Pendapatan Daerah Tahun 2007, tingkat
ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan dari pusat
yang paling tinggi didominasi oleh kabupaten Flores Timur dengan porsi
sebesar 95,23%.

3. Berdasarkan perhitungan Pendapatan Daerah Tahun 2008, tingkat
ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan dari pusat
yang paling tinggi didominasi oleh kabupaten TTS, dengan porsi sebesar
94,59%.

4. Berdasarkan perhitungan Pendapatan Daerah Tahun 2009, 2010 dan 2011
tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan dari
pusat didominasi oleh kabupaten Manggarai Timur, dengan porsi maing-
masing sebesar 94,05%, 96,83% dan 96,80%.

5. Berdasarkan perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi

NTT tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi, dimana dari tiap item
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Pendapatan Daerah memberikan kontribusi yang selalu naik turun,
terhadap Pendapatan Daerah.

6. Berdasarkan perhitungan Pendapatan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi
NTT, kabupaten yang tingkat ketergantungannya paling kecil adalah
kabupaten ~ Sumba Tengah dengan porsi sebesar 66,98%, Pada tahun
2011.

6.2.Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi NTT untuk memperbaiki
kinerja pengelolaan pengumutan pajak dan retribusi, harus membedakan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta mengembangakan potensi-
potensi daerah yang dimiliki serta menanamkan kesadaran kepada
masyarakat NTT dalam membayar pajak.

2. Pemerintah daerah Kabupaten / Kota Provinsi NTT harus dapat
membedakan kebutuhan masyarakat, sehingga pengalokasian dana dan
penggunaannya dikelola secara benar.

3. Pemerintah daerah Kabupaten / Kota Provinsi NTT harus mampu
mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki dan menjaga
kelestariannya, agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap
daerah.

4. Dana Perimbangan Kabupaten / Kota Provinsi NTT tingkat
ketergantungan Keuangan Daerahnya masih sangat tinggi oleh karena itu
Pemerintah Daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah yang ada

dengan baik dan memperbaiki PAD terutama terhadap pendapatan
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retribusi daerah, karena dengan mengoptimalkan pungutan retribusi akan

memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan PAD.
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